KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 110/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota
Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan
oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di




Mengingat

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati
dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja




Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II1/2020 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I1/2020 Tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota ;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 Tentang




Memperhatikan

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020 ;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

Nomor 87/PL.02-Kpt/2101/Kab/VI/2020 Tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bintan Lanjutan Tahun 2020 ;

. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang
Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan
Tahun 2020;

. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 134/PP.04.2-

BA/2101/Kab/IlI/2020 tanggal 20 maret 2020 tentang
Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan
Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun
2020 ;

. Berita  Acara Rapat Pleno Nomor 153/PP.04.2-

BA/2101/Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang
Pergantian Antar Waktu (PAW) Calon Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Enam Kecamatan
Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan
Utara dan Desa Sebong Lagoi Kecamatan Telok Sebong
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan

Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten

Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Nomor 08/PEMDA-KESRA/X /2019 dan Nomor
470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan
Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bintan Tahun 2020;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020
dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/1/2020 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TAMBELAN KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.
Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan
Suara di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau,
Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati
dan Wakil Bupati Bintan, Tahun 2020 di tingkat
kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kepada Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang
besarannya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan
Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang
Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan

2020, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : Rp. 1.200.000,-
Anggota : Rp. 1.150.000,-



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bintan Nomor 08 /PEMDA-KESRA /X /2019
dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Addendum Naskah
Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-
NPHD/21/Prov/1/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun
2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan
terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31
Januari 2021.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_KABUPATEN BINTAN
PR *ﬁ':.:sjf{bbagian Hukum,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 110/PP.04.2-
Kpt/2101/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN  PENGANGKATAN ANGGOTA  PANITIA
PEMUNGUTAN  SUARA DI  KECAMATAN
TAMBELAN  KABUPATEN  BINTAN  UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN TAMBELAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

A. DESA BATU LEPUK

NO NAMA L/P ALAMAT
1 NORDIANSYAH L Batu Lepuk RT 04 RW 02
2 WIDYA ANGRAINI P Batu Lepuk RT 01 RW 01
3 M. IQBAL L Desa Batu Lepuk RT 03 RW 02

B. DESA KAMPUNG HILIR

NO NAMA LJP ALAMAT
1 HAIRULLAH L JI. Raya Desa Kampung Hilir RT 07 RW 03
2 ANGGI SAPUTRA L Kp. Hilir RT 01 RW 01
J HERLENNY WATI P Desa Kampung Hilir RT 03 RW 00

C. DESA KAMPUNG MELAYU

NO NAMA 0T e ALAMAT
1 ISBANDI = Desa Kampung Melayu RT 04 RW 02
2 JOY HENDRA L Desa Kampung Melayu RT 04 RW 03
o AUFA ORAKEL L Desa Kampung Melayu RT 04 RW 02

D. DESA KUKUP

NO

NAMA

L/P ALAMAT

1

SYAFARIN

L | Desa Kukup RT 01 RW 01




FQ SYAMSUDI L | Desa Kukup RT 04 RW 02
L 3 | SRI AFRIANINGSIH P | Desa Kukup RT 03 RW 02 )
S = =, —d
E. DESA MENTEBUNG
NO NAMA L/P ALAMAT
1 HAMBALI L Desa Kukup RT 04 RW 02
2 | AFRIZA WELDANIATI P | Kelurahan Teluk Sekuni RT 03 RW 02
3 | LEONALDY KURNIAWAN L | Desa Kampung Hilir RT 02 RW 01
F. DESA PENGIKIK
NO NAMA L/P ALAMAT
1 SOFAN SAFRI L Batu lepuk RT 01 RW 01
' 2 | WENDY KURNIAWAN L | Jalan Raya Desa KP. Hilir RT 01 RW 01
3 RIAN SETIAWAN L Desa Kampung Hilir RT 06 RW 03
G. DESA PULAU PINANG
| NO NAMA L/P ALAMAT
1 | TRI WITONO L | Desa Kukup RT 03 RW 02
| 2 [TAMRIN L | Desa Batu Lepuk RT 04 RW 02 |
3 ERZAMI L Desa Pulau Pinang RT02 RW 02
- ==}
H. KELURAHAN TELUK SEKUNI
" NO NAMA L/P ALAMAT
1 HARI NASRUM L Kelurahan Teluk Sekuni RT 03 RW 02
. 2 | MUHAMMAD L -
RUSDIYANSYAH Teluk Sekuni RT 01 RW 01
3 RATNA YUNITA P Kelurahan Teluk Sekuni RT 03 RW 02

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Ttd

ERVINA SARI




